
 
 

BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Negara dan Gereja merupakan dua institusi yang berbeda. Namun keduanya 

memiki hubungan yang tidak dapat dipungkiri. Warga jemaat atau warga Gereja 

adalah warga negara, oleh karena itu seharusnya terbina hubungan yang baik antara 

Gereja dan negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa Gereja yang mengusai 

negara membawa kepada masa kegelapan Gereja. Demikian halnya dengan masa di 

mana negara menguasai Gereja, ini adalah masa yang suram di dalam perkembangan 

kekristenan.  

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja di Indonesia perlu ada 

sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta 

kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian 

negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan 

dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi 

kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama 

memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya 

dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat. 

            Oleh karena itu, di Indonesia, negara dan Gereja tidak boleh saling menguasai 

satu dengan yang lainnya. Gereja harus menghormati negara sebagai otoritas yang 

mengelola wilayah tempat Gereja berada. Demikian juga negara seharusnya 

menghormati  Gereja sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari perkumpulan 

warga negara yang memiliki kesamaan kepercayaan. Dengan adanya saling 



 
 

menghormati, maka Gereja dan negara akan hidup berdampingan dengan damai. 

Gereja akan hidup dalam damai sejahtera untuk membina kerohanian warga negara 

yang percaya kepada Kristus.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan berbagai uraian mengenai konsep negara dan Gereja menurut 

Gaudium Et Spes artikel 76 dan relevansinya bagi hubungan negara dan Gereja Katolik 

di Indonesia, maka di akhir tulisan ini, penulis hendak menyampaikan bebarapa saran 

sebagai berikut: 

- Institusi negara, khususnya negara Indonesia harus tetap memperjuangkan 

kesejahteraan umum, yakni dengan tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan 

kelompok tertentu atau agama tertentu.  

- Negara tidak boleh menggunakan konsep baik dari agama atau kelompok tertentu 

untuk diberlakukan secara umum. Tetapi tetap berpegang teguh pada undang-

undang yang berlaku. Sebab negara otonom berhadapan dengan agama. 

- Agama, khususnya Gereja Katolik harus bekerja sama dengan intitusi negara, 

khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan umum. Gereja tidak boleh 

memaksa konsep baiknya untuk diterima oleh institusi negara untuk diberlakukan 

secara umum. 

- Umat yang beragama Katolik adalah warga negara. Oleh karena itu adalah sebuah 

keharusan dari institusi negara untuk menjamin keberadaannya. Negara tidak boleh 

diam ketika terjadi penolakan terhadap keberadaan Gereja Katolik di Indonesia, 

sebab jaminan kebebasan beragama ada dalam undang-undang.  

- Gereja Katolik hendaknya menampilkan wajah Kristus dalam hidup berbangsa dan 

bernegara, dengan menjadikan cinta kasih sebagai dasar perutusannya.  
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